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PERATURAN BUFPATI BEKASI
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI BEKASI,

bahwa sesual ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan ayat {2)
Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pamanfaatan Insentf Pungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka terhadap instansi pelaksana
pemungutan retribusi daerah diberikan Insentif yang diberikan
sebagai penghargaan atas kinerjanya dalam melaksanakan
pamungutan retribusi daerah;

bahwa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah semula telah
ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 7
Tahun 2011, namun pelaksanaannya perlu di tinjau dan di
sesuaikan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b di atas, maka penyesuaiannya tersebut
periu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Megara Tahun 1950) ssbagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang MNomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1968 Momor 31, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indenesia Nomor 2851),

Undang-Undang Nomor-1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4355);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dasrah [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Momer 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momer 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Uindang MNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedus Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomer 59. Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor $048);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retrbusi
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2010
Momor 1139);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomer 13 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana teiah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2003
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Momor T7)
sebagaimana teiah beberapa kali di ubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012
Mamor BY;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor & Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah { Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi

" Tahun 2011 Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH.



ﬂanm‘l adalah Bupati Bekasi dan F'emnghat Daerah sebagai unsur
F’ﬂnﬂmtﬂh Daarah.

a B m&mﬂamm

4 wlg jawab pengelola keuangan daerah adalah Bupati dan Wakil Bupatl yang
y merupakan pejabat yang beranggung jawab dalam pengelolsan keusngan dasran
I

= I'Enrm pengelola keuangan daerzh adalah Sekreizns Daerah yang merupakan
peabat yang bertindak selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah

Satuan Ksria Perangkat Daersh pelahsana pemungutan retribusi yang selanuinya
- SKPD pelaksana adalah SKPD di lingkungan Pemerntah Daerah yang

melaksanakan pemungutan retribust dasrah.

insentif pemungulan retnbusi daerah yang selanjulnya disebut insentif adalah tambahan

penghasdan yang diverkan sesbagal penghargasn stas  kinera terentu dalam

melaksanakan pamungutan ratribusi

Rasinbus| Daerah adalah pungutan Daerah sebagar pembayaran atas (asa atau

pemberian zin tertentu yang khusus disediakan danfatau diberikan olsh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan,

Pemungutan adalsh suatu rangkaian kegiatan mulal dari penghrmpunan data ohbjek dan

subjek pajak dan refribusi: penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang samipal

kegiatan penagihan pajak aiau retribusi kepada Wajib Pajak atau wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya

BAB N
— PEMERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBOSI
Pasal 2

(1) Insentif diberikan kepada SKFPD peiaksana pemungutan retribusi
{2} Insentf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada
Pejabat dan pegawai pada SKPD pelaksana pemungut rétribusi sesual dengan tanggung

jawab masing-masing




(1) SKPDp _ sgut retribusi diberikan insentif apabila mencapar kinerja tertentu.

[ ~.] mmm pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada
Fwal trwutan m“ dihitung berdasarkan tahapan penerima tiap jenis Retribusi
yang teiah disetor ke Kas Daerah

{3 Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk tiwulan tersebut
dbayarkan pada awal triwulan berkulnya yang telah mencapal target kinera triwulan
yang ditentukan

(&) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak
membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

FPasal 4

Kinena tereniu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pencapaian rencana
panenmaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
vang dijabarkan secara triwulanan dengan ketentuan sebagai berikut:

a Rencana penerimaan retribusi per tiwulan ditetapkan sebagai berikut:

1 sampai dengan triwulan | ;20%  {dua puluh perseratus)

£ sampal dengan trivulan 1l - 45% (empat puluh ima perseratus)
3. =ampai dengan triwulan | S 70%  {tujuh puluh perseratus)

4 sampai dengan triwulan IV 1 100% (seratus perserafus)

b Apabila pada akhir triwulan | realisasi mencapai 20% (dua puluh perseratus) atau
lebih, insentif diberkan pada triwulan .

£. Apabila pada akhir triwulan | realisasi kurang dari 20% (dua puluh perseratus), insentif
tidak diberikan pada awal triwulan Il.

d Apabila pada akhir triwulan |l realisasi mencapai 45% (empat puluh lima perseratus),
insentif diberikan untuk friwulan | yang belum dibayarkan pada triwulan 1

£ Apabila pada akhir triwulan Il realisasi kurang dari 45% (empat pulub lima perseratus).
insentif untuk triwulan || belum dibayarkan pada awal triwulan 1.

f. Apabila pada akhir triwulan Ill realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh perseratus),
insentif tidak diberikan pada awal triwulan |V,

g. Apabila pada akhir triwulan 1l realisasi mencapai 70% (tujuh puluh  perseratus) atau
lebih, inzentif diberikan pada triwulan IV,

h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau
lebih, insentif dibenkan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

i. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi
lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan 11l dan triwulan
sebelumnya yang belum dibayarkan,



retribusi sebagaimana telah ditetapkan dalam
+ang mengatur mengenai jenis dan basaran retribusi.

BAB IV
BESARAM INSENTIF
Faszal 6

{1} Basarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) yang dihitung dari rencana
' ‘penerimaan retribusi daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah.

|2) Besaran insentf sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan,

Pasal 7

Penenma pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan besarnya
‘pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

BAB WV
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8
T
(1) Kepala SKPD pelaksana pemungut retribusi menyusun penganggaran insentif
pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis
belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi serta nncian obyek
balanja retribusi.



Paszal 9

Pertanggungiawaban pemberian Insentif dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Pembarian insentif diberikan terhitung mulai bulan Januari 2013

BAE il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 7 Tabun 2011
tentang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Fasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Ckarang Pusat
= ' pada tanggal 11 Faret 2013
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